
           

 

BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN BUPATI BULELENG  

NOMOR 7 TAHUN 2026  

 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2027 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULELENG, 

Menimbang : a.  bahwa untuk menunjang penyelenggaraan 

pelaksanaan tugas pada perangkat daerah diperlukan 

standarisasi harga satuan barang/jasa pemerintah 

daerah demi terwujudnya pengelolaan keuangan 

daerah yang baik dan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat; 

  b.  bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat 

daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran 

diperlukan standar satuan harga barang/jasa; 

  c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (5) 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa 

analisis standar belanja, standar teknis dan standar 

harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga 

Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2027; 

SALINAN 
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Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7153); 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6871); 

  5.  Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
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Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

  8.  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

  9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng 

Nomor 8);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2027. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Buleleng. 
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3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang 

memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 

fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai 

dasar penyusunan APBD. 

8. Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 

2027 adalah besaran harga barang/jasa resmi 

berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas untuk tahun 

anggaran 2027. 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai: 

a. pedoman dalam penyusunan rencana APBD tahun 

anggaran 2027; dan 

b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan belanja Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

APBD. 

Pasal 3 

(1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 

2027 ditetapkan berdasarkan hasil survei harga 

lapangan dan digunakan untuk pelaksanaan 

penyusunan rencana APBD tahun anggaran 2027. 
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